
WALIKOTA LANGSA
PERA?URAN \MALIKOTA LANGSA

NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI P&JABA? STRUK?URAL PADA
SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WAI.IKOTA LANGSA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat {2}

Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2OL3 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
sekretariat Lembaga Keistirnewaan Kota langsa, dipandang
perlu mengatur tugas pokok dan fuagsi pejabat struktural
pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa;

bahwa berdasarkan prtirnbangan sebagairnana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan 1[/alikots
t angsa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat struktural
Pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa-

Undang-Undang Nomor I Tahun L974 tentang Pokok-Pokok
Kepega-waian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Lg14- Nomor 55, Tambahan l"embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3O4U sebagaimana tela"h diubah dengan
undang-undang Nomor 43 Tahun t999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor I ?ahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian {Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun t999 Nomor !69, ?ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Keistirtewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceir {Lernbaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3893);
Undang-Undang Nomnr 3 Tahun 2OAl tentang
Pembentukan Kota Langsa {kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo1 Nornor 83, Tambahan Lembara*
Negara Republik Indonesia Nomor 411O);

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

h.

2.

2

4. Undang...



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lemb,araa
Negara Republik Indonesia Nomor 4437t sebagaimaaa telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Ur:dangUndang
Nomar 1,2 ?ahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentarrg
Femerintahaa Daerah {Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, ?arnbahan tr emba'raa
Negara Republik Indonesia lriomor aSaa\
Undaag-Undang Nomor 33 ?ahun 20,fi4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubtrik
Indonesia Tahun 2w4 Nomor 12s., Tambahan Lembaran
Negara Repr:b1ik tr*d<rnesia Nosror aa38);

6. Unda.ng-Undang Nomor 11 Tahun 20A6 tentang
Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara Republik lndoneeia
Tahua 2006 Nornor €l2, Tarnba.han Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang Undang Ncrrtor t2 ?ahun ZALL te*tang
Pembentukan Feraturan Pen:ndang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia ?ahun 2O11 Nomor 82,
tamUatran Lembaran Republik Indonesia Nomor a7a\;
Peraturan Pemerintah Nomor 1O0 Tahun 2OOO tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabataa
Struktural {krabaran Negara Republik lsrdonesia Ta-hun

2Om Nomor 197, Tambahan Lembaran t{egara Repub}ik
I*donesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengAn
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tefltang
krubahan Atas Peraturan Perserintah Nomor 100 Tahun
2OOO tentang Perrgangkatan Pegawai Negeri $ipil dalaE
Jabatan struktural {Lembaran Negara Repubiik lndoaesia
Tahun 2AA2 Nomor 33, Tambahan l-embaran Negara
Republik Indonesia Namor a$al;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangktan, Pernindahan dan Pemberherrtiaa
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran }rlegara Republik Indonesia
Talrun 2OA3 Notnor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia N<rrnor 426;31 sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun zOOq

tentang Perubahan Atas Peraturan tremerintah Nnmor 9
?ahunlOg3 tentang Wewenapg Fengangkatan, tremindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil {Lembaran Negara
Republik ludonesia Tahun 2OS9 N+mor 136, Tambahan
Lembaran Negara Reprrblik lndonesia Nomor 5O55);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AA7 tentaag
Orgartisasi P*rangkat Daerah {Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2aa7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 47a7\l

peratrrran Menteri DaIam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7

tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Datam Negeri Nomor 56 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Talrun 2oa7 tentang Petunjuk ?eknis Penataan organisasi
Perangkat Daerah;

5.

9.

7.

8.

lo.

11.

12. Peraturan...



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ZALL l{omor 694\

Qanun Ko,ta Langsa Nomor 5 ?ahun 2073 tentang
Pembentukan Susrrnan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Lembaga Keistimewaan Ktta tangpa {Lemharan
Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lemabaran Kota Langsa Nomor 388).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan' f^ffi,ff*''"1#tgH SH$?'?#?I'?ffi^"XBi3#?$$[
LEMBAGA KETSTIMEWAAN KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara
Pernerintahan Kota yang terdiri dari walikota dan
Perangkat Kota.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dewan Perwakil,an Ralryat Kota yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang
anggotanya dipilih rnelalui Pernilihan Urnum.

5. Perangkat Kota Langsa adatah urrsrif pembantu Walikota
dalam menyelertggarakan Pemerinta?r Kota yarg terdiri dari
sekretariat Daerah Kota Langsa, sekretariat DPRK Langsa,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

6. Sekretariat Daerah yang selanjutrrya disingkat setda
adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.

7. Sekretaris Daerah yeng selanjutnya disehut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kota Langsa.

g. Lembaga Keistimewaal Kota Langsa adalah I-embaga Non
strukfural yang dibe*tuk sesuai undang-undang Nor*or 1 1

Tahun 2Ad6 t*ntang Pemerintahan Aceh yang terdiri dari
Mejelis Permusyawaratan ulama yang selanjutnya
disingkat MPU, Majetis Adat Aceh yang selaniutnya
dioingkat MAA, Majelis Pendidikan Daerah ya&g

selanjutnya disingkat MPD dan Baitul Mal Kota yang

selanjutnya disingkat EMK.
g. sekretariat L,embaga Keistimewaan Kota Langsa adalah

sekretariat Majelis Permusyawaratan ulama yang
selanjutnya disebut sekretarirat MP-u, sekretariat Majelis
Adat- ecih yaag selanjutnya disebut Sekretariat MAA,

sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang mlanjutnya
disebut sekretariat MPD dan Sekretariat Baitul Ma1 yang

selanjutnya disebut Sekretariat BMK"

L2_

13.

tO. Kepala Sekretariat...



lo. Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa
adatah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
yang selar{utnya disebut Kepala Sekretariat MPU, Kepala
Sekretariat Majelis Adat Aceh yarrg selanjutnya disebut
Xepala Sekretsriat MAA, Kepala Sekretariat Maietris
Pendidikan Daerah yang selanjutrqya disebut Kepala
Sekretariat MPD dan Kepala Sekretariat Baitul MaI yang
selanjutnya disebut Kepala Sekretariat BMK.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majetis Adat Aceh,
Sekretarial Mqielis Pcndidikan Daerah da-n Sekretariat
Baitul Mal Kota Langsa.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan
fuagsional pada Sekretariat Majelis krmtrsyawaratan
Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, $ekxetariat Majelie
Pendidikan Daerah dan Sekretartat Baitul Mal Kota Langsa.

BAB II

SEKRETARIAT LEIVTBAGA KEISTIMEWAAN KOTA LANGSA

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Lembaga Keistimewaan
Kota Langsa terdiri dari :

1. Sekretariat MPU;
2. Sekretariat MAA;
3. Sekretariat MPD; dan
4. Sekretariat BMK.

BAB III

SEKRgTARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Bagran Kesatu
Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat MPU terdiri dari:
Kepala Sekretariat;
Sub Bagian Umum;
Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

Sekreta.riat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat
yang secara fungsional bertangung jawab kepada
rimpinrn MPU dan secara administrasif kepada walikota
melalui Sekda; dan
Sub Bagian dipimpin oleh seorang l(epala Sub Bagian yang
berada *ibawan dan krtanggUng jaurab kepada Kepala
Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

11.

12.

a.
b.
e.
d.

t1)

{2}

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Tngas Pokok, Fungsi dan Keweuangall

Pasal 5

$ekretariat MPU mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada lembaga MPU Kota Laagea.

Pasal 6

Untuh melaksanakan tugg$ eebqgaima-ila dimaksud dalam Pasal
5, Sekretariat MPU menyeleaggarakan fungsi:
a. per{rusunan progrrlm Sekretariat MPU;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MtrU;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis

MPU;
d. pengelolaan admirristrasi keuangan, kepegawaian,

perlengkapan? rumah tangga dan ketatausahaan di
lingkungan MPU;

e. penyiapan penyelenggaraas persidangan dan membuat
risalah rapat-rapat yang diselenggaralsn aleh MPU;

f. pelaksanaan koordinasl dengan in*tansi dasrlatau lembaga
terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Sekretariat MPU; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Lainnya yang diberikan
oleh Pimpinan MPU dan/atau Walikota melaiui Sekda.

Pasal 7

Untuk menyelenggara.kan fungsi sebagaimana d.imaksud dalam
Pasal 6, Sekretariat MPU msr"npunyai keweaangan:
a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat MPU ;

b. rren3rusult trencana, menelaah dan rnengoordinasikan
penyiapan porumusan keb'ijakan MPU;

c. melaksanakan urusall ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hukum
dan perundang-undangan dan perlengkapan MPU; dan

d. meznelihara dan membina keamanan serta ketertiban
dalam lingkup Sekretariat MPU.

Paragraf 1

Kepala Sekretariat MPU

Pasal 8

Kepala sekretariat MPU mempunyai tugas melakukan
pengelolaan Llru$an adrninistrasi, ul?Illln, perlengkapan,
peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundangt
undangan, hubungarr masyarakat, persidangan, risalah dan
rnendukung peLaksauffin tugas dan fungsi MPU dan
menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh MPU sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Pasal 9 ...



a.
b.
e.

Pasal 9

Untuk meyeienggarakaa tugas sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 8, Kepala Sskretariat MPLr mempullyai fungsi ;

penyusunan program Sekretariat MPU;
pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Sela:etariat MFU;
pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayaaan teknis
Sekretariat MPU;

d. pengelolaan adrninistrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di
lingkungan Sekretariat MPU;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga
terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pkok dan
fungsi Sekretariat MPU; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan trainnya yang diberikan
oleh Pimpinan MPU.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 1O

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b rnempunyai tugas :

menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum;
meny-elenggarakan administrasi keseleretariatan MPU;
melaksanakan urusarr rumah tangga" perlengkapan dan
keamanan;
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
melaksanakan fasilitasi rapat anggota MPU;
melaksanakan publikasi pers dan media massa;
mrnJrusun pidato/ sambutan Kepala Sekretariat MPU;
rnelaksanakan penyusunarl rancangall produk hukum dan
peraturan perundang-undangan;

i. melaksanakan pembinaan, pe&gavrasan dan pengendalian
pada Sub Bagian Umurn;

j. menyiapkan bahan koordinasi dan keriasama dengan
lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;

k. menyiapkan balran e-valuasi dan plaporan pelaksanaan
tugas; dan

1. rnelaksanakan tugas-tugas lairr yang diberikan oleh Kepala
Sekretariat MPU sesrrai dengan tugasnya'

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasa.l 11

sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas :

*.. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan
petunjuk teknis di bidang keuangan dan program
Sekretariat MPU;

b. melaksanakan bahan pelaksanaan rencana ke4a dan
petunjuk teknis dl bidang keuangan dan program
Sekretariat;

a,
b.
C.

d.
e.
f.
g
b'

h.

c. menghimpllrt-.-



c. menghimpun dokumeir Fnyusunan rencana kegiatan
anggarail dan dr:kumen pelaksarraan arlggaran Sekretariat
MFU;

d. menghirnpua dokumen penyusunan kebutuhan kas
Sekretariat MPU;

e. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di
iingkungan Sekretariat MPU;

f- melaksar:akanpenatausahaankeuangan Sekretariat MPU;
g. ntelaksanakan akuntanei dan penyiapan laporan keuangan

Sekretariat MPU;
h. menyiapka.n surat perintah membayar di lingkungan

Sekretariat MPU;
t memfasilitasi penyue*naa renstra, RKT, Lakip dan Tapkin

di lingkungan Sekretariat MPU;
j. rnela"ksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pada Sub Bagian Keuaagan dan Program;
k. menyiapkan bahan koordinaei dan kerjasama dengan

Iembaga dan inetansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
1. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan
m. meiaksanakat tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Kepala Sekretariat MPU.

BAB IV

SEKRETARTAT MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu
Susunag

Pasal 12

Susunan Organisasi Sekretariat MAA terdiri dari :

a. Kepala Sekretariat;
b. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 13

tU Selsetariat MAA dipirnpin oleh seorang Kepala Sekretariat
yang secara fung*ional bertanggung jawab kepada
Pimpinar MAA dan secara administrasif kepada Watikota
melalui Sekda; dan

{2} Sub Bagian dipirrpin oleh seorang Kepala Srrb Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepatra

$ekretariat sesuai dengan bidaag tugasnya.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan:

Pasal 14

Sekretariat MAA nlempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada lembaga MAA Kota Langsa.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14, Sekretariat MAA menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program Sekretariat MAA;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan prcgram MAA;
c. pelaksanaan faeitita*i dan pemberian pelayanan teknis

MAA;
d. pengelola.an adminisg"asi keuangan, kepegawairun,

perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di
lingkungan MAA;

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat
risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MAA;

f. pelaksanaan koordinasi dengan in*tansi dan/atau lembaga
terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Sekretariat MAA; dan

g. pe*aksanaan tugas-tugas kedinasan Lainnya yang diberikan
oleh Pimpinan MAA dan/atau Walikota melalui Sekda.

Pasal L6

Untuk rnenyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Sekretariat MAA rnempunyai kewenangan:
a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat MAA;
b. nlenyusnn rencana., merrelaah dan mengoordir,rasikan

penyiapan psruulusan kebijakan MAA;
c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, hubungan rnasyarakat, keprotokolan, hukum
dan perundang-u*dangen dan prlengkapan MAA; dan

d. mernelihara dan membina keamanan serta ketertiban
dalam lingkup Sekretariat MAA.

Paragraf I
Kepala Sekretariat MAA

Pasal 17

Kepala Sekretariat MAA mempunya.i tugas melakukan
pengelolaan urusan administrasi, umtllrt, perlengkapan,
peralatan, kerumahtanggaan, pe{Prlstakaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalak$anaan, hukum dan prundang-
undangan, hubungan masyarakat, persidangan, risalah dan
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MAA dan
menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yeng
diperlukan oleh MAA sesuai dengan kcmampuan keuangan
daerah.

Pasal 18...



Pasal 18

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 , Kepala Sekretariat MAA mempunyai fungsi :

a. psnyusr]flan prcgrarn Sekretariat MAA;
b. pelaksanaan fasilitasi penyispan prograur Sekretariat MAA;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis

Sekretariat MAA;
d. pengelolaa* administrasi keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di
iingkunga.n Sekretariat MAA;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau iembaga
terkait lainnya dalaffi rangka mendukung ttrg*s pokok dan
fungsi Sekretariat MAA; dan

f. pelaksanaan tugas*tugas kedina.san lainnya ysrrg diberikan
oleh Pimpinan IVIAA.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 19

Sub Bagtan Umum sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 12
huruf b mempunyai fugas :

a.. rnen5rusun rencana ke{a Sub Bagian Umum;
b. menyelenggarakan administrasikesekretariatan MAA;
c. melaksanakan urr$an rumah tengga, perlengkapan dan

keamanan;
d. melakss"nakan pengelolaaa administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan fasilitasi rapat anggota MAA;
f. mslaksanakaa publikasi pers dan media rnsssai
g. ffiefiJrusurl pidato/sambutan Kepala Sekretariat MAA;
h. melaksanakan penyusunan rarcangan produk hukum dan

peraturan perundang-undangan ;
i- melaksasakan pembinaan, pengawasanr da.n pengend"alian

pada Sub Bagian Umum;
j. m*ryiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan

lernbaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
k. merryiapkan bahan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sekretariat MAA sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 2O

sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud
dalnm Pasal t2 huruf c mempunyai tugas :

a.. menyiapkan bahan penyusunaJl rencana kerja dan
petunjuk teknis di bidang keuangan dan program
Sekretariat MAA;

b. melaksanakan bahan pelaksanaan renca-na kerja d.an
petunjuk teknis di bidang keuangan dan program
Sekretariat;

c. menghimpun...



c. menghirnpun dokumen penyuslrnarr rencana kegiatan
anggarzm dan dokumen pelaksanaan arrggaran Sekretariat
MAA;

d. menghimpun dokurnen penylrsuriafl kebutuhan kas
Sekretariat MAA;

e. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di
lingkungan Sekretariat MAA;

f. melaksanakan penatausahaan keuangaa Sekretariat MAA;
g. rndaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan

Sekretariat MAA;
h. rnenyiapkan srrrat perintah rnembayar di lingkungan

Sekretariat MA&
i. memfasilitasi penytrflunan renstra, RKT, Lakip daa ?apkin

di lingkungan Sekretariat MAA;
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pada Sub Bagian Kermagan dan Frogram;
k. menyiapkan bahan koordinasi darr kerjasama dengan

lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
I. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan
m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA.

BAB V

SEKRETARTAT MAJEUS PENDIDIKAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 2 1

Susunan Organisasi Sekretariat MPD terdiri dari :

a- Kepala Sekretariat;
b. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Keuangan dan Prograrn; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasa| 22

{1} Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepaia Sekretariat
yang secara fungsional bertanggung jawab kepada
Pimpinan MPD dan secara administrasif kepada Walikota
melalui Sekda; dal

(21 Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bsgian yang
berada dibarnrah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewerrangan

Pasal 23

$ekretsriat MPD mernpunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada lembaga MPD Kota Langsa.

Pasal 24

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimakeud dalam Pasal
23, Sekretariat MPD menyelenggarakan ftrngsi:
a. pen)'usunan program Sekretariat MPD;
b. pelaksanaan fasitritasi penyiapan program MPD;
c. pelaksanaan fusilitasi dan pemberian pelayanan teknis

MPD;
d" pengeiolaan admiaistrasi keuangan, kepegawaian,

perlengkaparl, rr:aah tangga dan ketatausahaan di
lingkungan MPD;

e. penyiapan penyelenggaraari persidangan dan membuat
risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPD;

f. pelaksanaan koordin*si dengan instansi dan/atau lcmbaga
terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Sekretariat MPD; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dibrikan
oleh Pimpinan MPD dan/atau Watikota melalui Sekda.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan fuogsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Sekretariat MPD mempunyai kewenangan:
a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat MPD;
b. men5ruslrn renca.na, rnenele.qh daa rnengkmrdinaslkan

penyiapan perumusan kebijakan MPD;
c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, hubungan masyarakat, keprotokoian, hukum
dan perundang-u*deagan dan perlengkapan MPD; dan

d. memelihara dan ntembina keamanan serta ketertiban
daiam lingkup Sekretariat MFD.

Paragraf 1

Kepala Sekretariat MPD

Pasal 26

Kepala Sekretariat MPD mempunyai tugas melakuken
pengelolaan urusan administrasi, trmLtm, perlenglap\7.,
peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-
undangan, hubungan masyarakat, persidangan, risalah dan
rnendukung pelaksanae.n tugas dan fungsi MPD dan
menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh MPD sesuai dengan kemampual keuangan
daerah.

Pasal 27...



Pasal 27

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, Kepala Sekretariat MPD rnernpuayai fungsi :

a. perr3rusunarl prograra Sekretariat MPD;
b. pelaksanaan fasilitasi perryiapan program Sekretariat MPD;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis

Sekretariat MPD;
d" pengebtraan adrriairtrasi keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di
lingkungan Sekretariat MPD;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga
terkait lainnya dalaffi rangka mendukung tugas pokok d*n
fungsi Sekretariat ITvIPD; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan la"ianya yang diberikan
oleh Pimpinan MPD-

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 28

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l
huruf b mempunyai tugas :

a. msn5rusun rencana kerja Sub Bagian Umum;
b. menyelenggarakan adrninistrasi kesekretariatan MPD;
c. melaksanakax urusan rumah tangga, perlengkapan dan

keamanan;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan fasilitasi rapat anggota MPD;
f. melaksanpkRn publikasi pers dan media massa;
g. menyusun pidatolsambutan Kepela Sekretariat MPD;
h. melaksanalcan penyusunan rancangan prcduk hukum dan

peraturan perundang-undangan;
i. rnelaksanakan pembinaan, petlgawasan dan pengendalian

pada Sub Bagian Urnum;
j. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja.sama dengan

lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
k. merryiapkan bahan evaluasi dan pelaporan plaksanaan

tugas; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sekretariat MAA sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasai 29

Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas :

a, menyiapkan bahan penyusunafl rencarla kerja dan
petunjuk teknis di bidang keuangan dan program
Sekretariat MPD;

b. melaksanakan bahan pelaksanaan rencana kerja d,an
petunjuk teknis di bidang keuangan dan program
Sekretariat'

c. menghimpun...



c.

d.

e.

f.
ob'

h.

menghimpun dnkumen penyusr-rnan rencana kegiatan
anggaran dan dokumen pelaksarraan anggarzm Sekretariat
MPD;
menghinepun dokumen pen3rusunarl kebutuhan kas
Sekretariat MPD;
melakssnakan verifikasi permintaan pembayaran di
lingkungan Sekretariat MPD;
melaksan aka:a penatausahaan keuangan Sekre tarialt MPD;
melaksan*kan akuntansi dan penyiapan laperran keuangan
Sekretariat MPD;
menyiapkan surat perintah mernbayar di lingkungan
Sekretariat MPD;
memfasilitasi pnyusurla-rr rens8a, RKT, Lakip dan Tapkin
di lingkungan Sekretariat MPD;
m'-elaksan*ka"n pembinaarr, pecgawasan dan pengendalian
pada Sub Bagiaa Keuangan daa Program;
menyiapkan bahan kmrdinasi dan kerjasama de.ngan
l,embaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
menyiapkan bahan evaluasi dan pel,aporan pelaksanaan
tugas; dan
melaksanakan tugas*fugas kedinasan lainnya yang
diberikaa oleh Kepala Sekretariat MPD.

i.

k.

1.

m.

BAB VI

SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3O

Susunan Organisasi Sekretariat BMK terdiri dari
a. Kepala Sekretariat;
b. Sub Bagian Umurn;
c. Sub Bagian KeuaRgan dan Program; dan
d. Kelompk Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 31

Sekretariat BMK dipirnpin oleh seorang Kepala Sekretariat
yang secara fungsional bertanggung jawab kepada
Pimpinan BMK dan secara admiclistrasif kepada Walikota
melalui Sekda.
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

(U

(2|

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga
T\rgas Pokok, fungsi daa Kewenangan

Pasal 32

Sekretariat BMK ulempunyai tugas memberikan playanan
administratif kepada lernbaga BMK Kota Langsa.

Pasal 33

Unfuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32, Sekretariat BMK menyelenggarakan fi.:ngsi:
a. penyusurum program Selcretariat BMIC
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BMK;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pernberian pelayanan teknis

BMK;
d. pengeioLaan administrasi keu,angaq kepegawaian,

perlengkaparr, r,.:mah tangga dan ketatauaahaan di
lingkungan BMK;

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat
risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BMK;

f. pelaksanaan ko*rdina*i dengan irrstansi danlatau lembaga
terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Sekretariat BMK; dan

g. pel,aksanaan tugae-tugas kedinasan Lainnya yang dikrikan
oleh Pimpinan BMK dan/atau rffalikota rnelatui Sekda.

Pasal 34

Untuk menyelensgarakan fungsi sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 33, Sekretariat BMK flrcmpunyai kewenangan:
a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

seluruh Fnyele$ggaraan tugas Sekretariat BMK;
b. menyusun rencana, menelaah dan mengoordinasikan

perqriapan perurnusan kebijakan BI\tI K;
c. melaksanakan urusan ketatausahaal, kepegawaian,

keuangan, hubungan masyarakat, keprotakolan, hukum
dan perundang-undangan dan pertertgkapan BMK; dan

d. memelihara dan msmbina keamanan serta ketertiban
dalam lingkup Sekrctariat BMK.

Paragraf 1

Kepala Sekretariat BMK

Pasal 35

Kepala Sekretariat BMK mempunyai tugas metrakukan
peagelolaan urusan administrasi, rrrnum, perlengkaparl,
peralatan, kertrnahtanggaan, perpustakaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundaag-undang,
hubungan masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung
pel*ksanaan tugas dan fungsi BMK dan menyediakan serta
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh BMK sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 36...



Pasal 36

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, Kepala Sekretariat BMK mempullyai fungsi :

a. p€n5rusunan progra$ Sekretariat BMK;
b. pelaksanaan fasititasi penyiapan program Sekretariat BMK;
c. pelaksanaan fasilltasi dan pemberian pelayanan teknis

Sekretariat BMK;
d. pngelolaan admini*trasi keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di
lingkungan Sekretariat BMK;

e. pelaksaoaan koordhasi deagan icstansi dan atau lembaga
terkait lainnya dalaffi rangka merdukung tugas pokak dan
fungsi Sekretariat BMK; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Pimpinan BMK-

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 37

Sub Bagran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf b mempunyai tugas :

a. menyusun" rencana kerja Sub Bagian Umum;
b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BMIq
c. melaksalakan urusan rurnah taxgga, perlengkapan dnn

keamanan;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. mel;aksanakan fasilitasi rapat anggota BMK;
f. melaksanakan publikssi pers dan media mass;
g. merr5rusun pidato/sambutan Kepala Sekretariat BMK;
h. melaksanakan perqrusunan rarlca:lgan produk hukum dan

peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pembinaart, pengawasaa dan pngendalian

pada Sub Bagian Urnum;
j. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sekretariat BMK sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Frogram

Pasal 38

Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3O huruf c mempunyai tugas :

&. menyiapkan bahan penyusunan rerlcana kerja dan
petunjuk teknis di bidang keuangan dan program
Sekretariat tsMK;

b. melaksanal<an bahan pel,ak naan rencaaa kerja dan
petunjuk teknis di bidang keuangan dan prograrn
Sekretariat;

c. menghimpun...



C.

d.

F

f.
cb'

h.

j.

k.

l.

menghimpun dokumerr p€nyusunan rencana kegiatan
anggarEr* dan dokumen pelaksanaan anggacrrr sei<r*ariat
BMK;
menghimpun dokr-unen penyusunan kebrrtuhan kas
Sekretariat BMK;
melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di
lingkungan Sekretariat BMK;
melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat BMI!
melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan
Sekretariat BMK;
menyiapkan surat perintah membayar di lingkungan
Sekretariat BMK;
mearfasilitasi penyusuaan reastra, RK?, fa.kip dan Tapkin
dl lingkungan Sekretariat BMK;
melaksana-kan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pada. Sub Bagian Keuaagan dan prograrn;
menyiapkan trahan koordinasi dan keijasama dengan
lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan
meiaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK.

m.

(1)

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
tugas Pemerintah Kota Langsa sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasai 4O

Kelompok Jabatan Fnngsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang
jabatan fungsional yang terhagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliaunya.
Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat {1},dipimpin oleh ssorang tenaga fungsional senior yaftg
ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggu*g jawab kepada
masing-masing Kepala sekretariat Lembaga Keistimewaan
Kota Langsa.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimztlsud pada
ayat {1}, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
Jenis dan jenjang jabatan fungsionai sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

{2}

t3)

{4t

BAB VNI...



BAB VIII
KE?ENTUAN PENUTUP

Pasal 4 1

Peraturan ini r*ulai berlaku pada tanggal diund*ngk*n.
Agar seL'^p arafrg mengetahuinya, memerintahkan
pe*gundangan Peraturan walikota iai denga* pen€mpatannya
dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Juli 2013 M
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